
a. bahwa dalam rangka proses percepatan 
penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, 
perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) 
yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka 
menunjang Program Nasional 100 - 0 - I 00 dengan 
pemberian dana Hibah Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM); 

b. bahwa untuk lebih memacu peran masing - masing 
Sadan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan, maka perlu ditetapkan 
rincian alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM); 

c. bahwa dalam rangka keberlanjutan pembangunan 
sebagai implementasi dari dokumen perencanaan 
pembangunan kelurahan se-Kota Pekalongan, maka 
diperlukan adanya penambahan anggaran tahun 
2017; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
mengubah Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2017 
tentang Program Daerah Pernberdayaan Masyarakat 
Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2017; 

Menimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 2B TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYMN 

MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN 
TAHUN ANGGARAN 2017 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 33TAHUN 2017 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVTNSI JAWA TENGAH 

. ; 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah lstimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nornor 13 Tahun 1954 tentang Pcrubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5579); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ti.ngkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bata.ng 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 l Tahun 
2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2008 Nomor 11); 

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 
Nomor S); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 

Mengingat 
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LANY MACHFUDZ 

. WALIKOTAPE:~~~N' 
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Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 29 Zente;nber 2017 

Pasal ll 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota 
Pekalongan. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 
28 Tahun 2017 ten tang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2017 Nomor 2B) pada rincian alokasi anggaran PDPM Mandiri 
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam larnpiran yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERU8AHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 2B 
TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM DAERAH 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA 
PEKALONGAN TAHUN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Nomor 8); 
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Penggabungan Kelurahan di 
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8); 

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun2016, tentang 
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14). 

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2017 
Tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2017 (Berita Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 28); 

Memperhatikan 




